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D21 PROPINST LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

bohwa dulam rangka penanganan kasus Perselisihan Hubungan
Industrinl di setinp 1bu Kota Propinsi sesuai dengan Undang-undang
Nomor 2. “Tahun 2004 tentang Penyclesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, perlu dibentuk Pengadilin [ubungan  Industrial pada
Pengadilan Negeri di setiap [bu Kota Propinsi;

balnwa pada umumnyu Perkara Persclisiban Hubungan  industrial
melibatkan pekerja / buruh datam jumibah besar, schingga Gedung
Pengadilanr Hegeti-yang berada di Thy Kota Propinsi dipandang tlidok
munmdai untuk menyelenggarakan Sidang Pengadjlun Hubungan
Indusirial,

bahwa sehubungan maksud hurat a dan b tersebut di alas, Pemerintah
Propinsi Lampung dipandang perlu menyediokan Gedung yang akan
dipergunakan scbagai tempat Persidangan [iubungan Industrial;

- bahwa sehubungan dengan maksud hurul' o, b dan ¢ tersebut di atas,

Pemenntah  Propinsi Lampung memandang perlu memanfaatkan
Guedung Panitia Penyelesaian Persclisiban Perburuhan Daerah (P4D)
dengan Hak Pokai kepadu Mohkamah Agung dan menctapkannya
dengan Keputusan Gubernur Lampung. ‘

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang  Pembentukan
Daerah Tingkat | Lampung;

. Undang-Undang: Nomor 14 Tahun- 1970 (entang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
Undang-Undnng Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mabkamah Agung,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umuny,

Undang-Undang Nomor 2 Tohun 2004 entang  Penyslesaion
Persehsiban [ubungan Industrink;

Undang-Undang Nomwr 32 Tulwin 2004 tentang  Pemerintahan
Duerab schagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undong-Undang Noinor 3 Taliun 2005;

Peraturan Pemeriniah NMomor 25 Tahun 2000 (entang Kewenangan
Pemerintuh dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
Pentiuran Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertangpung jnwaban Kewingan Dacrab:



KEEMPAT * Pelaksanaan pinjam pakar Gedung dinaisud Dikun Perama dituangkan
dalum bentuk Benta Acara.

KELIMA ¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak twgpal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari termvata terdapal kekeliruan dalam keputosan ini
akan dindakan pembetulun sebagaimana mestinya.

Ditetapkan cli Telukbetung
pecdit tangeal - 6 Juli 2005

GUBERNUR LAMPUNG
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SJACHROEDIN Z.P

CTEMBUSAN disampaikan kepada Yih ¢

. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

. Menteri Keuangan di Jakarta..

. Menterd Tenaga Kerja dan Transmigrast di Jakarta,
. Mahkamah Agung R1di Jukarty

. Himpunan Keputusan.
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